BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ JKum TAHUN 2021

TENTANG
TIM KOORDINASI KERJASAMA

PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA KETENTRAMAN

Menimbang

Mengingat

MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan

peraturan  perundang-undangan  Daerah di
Kabupaten Balangan sehingga terciptanya keadaan
yang harmonis, kondusil dan dinamis serta aman
dan nyaman, perlu adanya Tim Koordinasi
Kerjasama Pencgakan Peraturan Perundang-
Undangan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah
Dalam Menjaga Ketentraman Masyarakat Dan
Ketertiban Umum;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Balangan tentang Tim Koordinasi
Kerjasama Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
dalam menjaga Ketentraman Masyarakat dan
Ketertiban Umum Kabupaten Balangan Tahun
2021;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

+ Nomor 5679);

Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang

‘ Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara



Menectapkan

KESATU

KEDUA

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI
KERJASAMA PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA
DAERAH DALAM  MENJAGA  KETENTRAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2021.

Tim Koordinasi Kerjasama Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah dalam menjaga Ketentraman Masyarakat dan
Ketertiban Umum Kabupaten Balangan Tahun 2021,

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

bertugas :

1. melaksanakan Pembinaan, Koordinasi, dan

Pengawasan penegakan Peraturan Perundang-
Undangan Daerah;

2. melaksanakan sosialisasi dengan instansi terkait

kepada masyarakat tentang Peraturan Perundang-
Undangan Daerah;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

3. menginventarisir produk Hukum Daerah;

4. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah;

\/B'.’ melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Balangan terutama yang berkeliaran pada jam jam
elektil;

6. melaksanakan Operasi Pekat/Yustisi secara berkala
dengan didampingi Penyidik POLRI dan Instansi
Terkait sesuai dengan Peraturan dan Perundang
undangan yang berlaku yang menjadi dasar
hukumnya;

7. menegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

8, mengawasi, mengamankan dan menertibkan aset-
aset Pemenntah Daerah Kabupaten Balangan yang
dipergunakan tidak sesuai dengan peraturan dan
perundang undangan yang berlaku dan atau tidak
sesuai dengan peruntukannya;

9. menertibkan Siswa/i SLTP/MTs, SMA/SMK/MA yang
berkeliaran pada waktu jam efektif proses Kegiatan
Belajar Mengajar;

10. melakukan Patroli secara berkala pada malam hari

pada Instansi Pemerintah dan Aset Daerah lainnya;

11. menyampaikan laporan hasil pekerjaannya kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah:

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Daerah,

Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan
honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar
Satuan Harga Tahun Anggaran 2021,

Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada
diktum KETIGA dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, DPA Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tan
ditetapkan. > -

Ditetapkan di Paringin



pada tanggal
BUPATI BALANGAN,

Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si
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BUPATI BALANGAN,

Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si



